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INTISARI

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai
sifat unik dibanding sumber daya lainnya, karena tanah mempunyai
kedudukan yang istimewa. Keistimewaan tersebut menurut | Made Sandy
(1995 ; 1), terietak pada kenyataan bahwa tanah dapat dipandang sebagai
“hasil, penghasilan, maupun tempat’. Sesuai pendapat Aquaye, 1984
(dalam Suharno,2001;2), masyarakat dengan struktur sosial yang
terbentuk berlandasan struktur agraris, menempatkan tanah sebagai
faktor terpenting. Tanah mempunyai dimensi sosio-religius, ekonomi, dan
poiitik. Mengingat tanah bernilai ekonomis maka perlu dijaga agar tidak
terjadi benturan kepentingan antar pihak. Untuk itu, bidang tanah periu
didaftar yang pembuktiannya berupa sertipikat hak atas tanah.

Selama ini yang terjadi, bidang tanah yang telah terdaftar di daerah
perdesaan reiatif masih rendah dibanding di daerah perkotaz.n (Suhamo,
2001 : 2). Hal ini dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat yang rendah
untuk mendaftarkan bidang tanah yang dimilikinya. Dari uraian tersebut,
perlu kiranya diteliti suatu masalah mengenai partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan LMFPDP di Desa Bangunjiwo dalam mensertipikatkan
bidang tanahnya berkaitan dengan faktor tingkat pendidikan. tingkat
penghasilan, tanggapan tentang biaya pensertipikatan tanah, dan
tanggapan tentang prosedur pensertipikatan tanah.

Dalam peneiitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif berupa
angka dan kategori yang di diskripsikan dalam bentuk tabel. Penelitian ini
menggunakan sampel, yaitu seluruh peserta di kalikan 2% (Djarwanto dan
Pangestu Subagyo, 1996 ; 114). Teknik pengumpulan data menggunakan
kuisioner, dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan analisis
statistik yaitu regresi berganda.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa
faktor pendidikan. penghasilan, biaya, dan prosedur pensertipikatan tanah
secara simultan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan LMPDP. Hal tersebut terbukti setelah hasil dari analisis data
diperoleh besarnya pengaruh sebesar 0,365 atau 36,5%, sedang faktor
lain yang tidak diteliti berpengaruh sebesar 0,636 atau 63,6%.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan LMPDP di Desa Bangunjiwo 36,5%
dipengaruhi oleh dengan faktor tingkat pendidikan, tingkat penghasilan,
tanggapan tentang biaya pensertipikatan tanah, dan tanggapan tentang
prodedur pensertipikatan tanah.
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BAB I

PENDAHULUAN

Ungkapan dalam budaya Jawa yang berkaitan dengan
kepemilikan tanah adalah sadumuk bathuk sanyari bumi, felahi ditohi
pati. Artinya, orang Jawa akan marah dan mempertahankan hingga
bathuk ‘jidat’ (istri/suami) dirusak orang, atau hak miliknya berupa tanah
{bumi) diganggu orang. Khusus berkaitan dengan tanah, hal itu berarti
bahwa sikap batin tersebut begitu kuat sebagai manifestasi betapa
kuatnya hubungan batin antara manusia dengan tanah (Rudianto,
2007:1). Dengan kata lain, tanah memiliki arti yang sangat yital bagi
kehidupan manusia, baik ditinjau dari aspek sosial maupun ekonomi.

Kegiatan ekonomi di iIndonesia yang makin berkembang, antara
lain, berkaitan pula dengan tanah, misainya jual-beli, sewa-menyewa,
dan pembebanan atas tanah yang dijadikan jaminan karena adanya
pemberian kredit. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam kegiatan
ekonomi tersebut tanah dapat menjadi sumber utama persengketaan.
Untuk itu, diperiukaniah sebuah ketentuan hukum (undang-undang)
yang mengatur tentang jaminan kepastian hukum dan kepastian hak
dalam bidang agraria (pertanahan).

Berkaitan dengan pemberian jaminan kepastian hukum di

bidang pertanahan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1860 tentang




Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal sebagai
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 19 memberikan tugas
kepada pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan
Nasional sebagai instansi pemerintah yang diberi wewenang mengeiola
dan mengembangkan administrasi pertanahan untuk mengadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun
pendaftaran tanah pada pasal 19 tersebut meliputi:
1) pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah,
2) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang beriaku sebagai alat
Berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran
tanah, Badan Pertanahan Nasional telah berupaya melakukan berbagai
langkah demi suksesnya kegiatan tersebut. Namun, banyak kendala
yang menghalangi langkah-langkah pendaftaran tanah yang ditempuh
oleh Badan Pertanahan Nasional. Kegiatan pendaftaran tanah yang
telah dilaksanakan sejak tahun 1960, misalnya, hanya mampu
mendaftarkan sekitar 25 juta bidang tanah dari sekitar 85 juta bidang
tanah di luar kawasan hutan. Dengan demikian, masih terdapat sekitar
60 juta bidang tanah yang belum didaftarkan dan belum diketahui

status hak atas tanahnya (Manajemen Manual Proyek LMPDP, 2003:1).




Laporan Manajemen Manual Proyek LMPDP tahun 2003 itu
menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam UUPA yang berkaitan
dengan pendaftaran tanah untuk mendapatkan jaminan kepastian
hukum terhadap hak atas tanah belum sepenuhnya dapat
dilaksanakan. Untuk itu, Badan Pertanahan Nasional membuat
berbagai program percepatan pendaftaran tanah melalui Proyek
Nasional Agraria (PRONA), Proyek Daerah Agraria (PRODA), dan
Proyek Administrasi Pertanahan (PAP). Pelaksanaan program
percepatan pendaftaran tanah yang dimulai sejak tahun 1994 dengan
kegiatan PAP Fase | (1994—2001) telah menerbitkan sertipikat hak
atas tanah 1,5 juta bidang tanah yang tersebar di 42 kabupaten/kota di
seluruh wilayah Republik Indonesia. Adanya program ini juga
menciptakan dampak positif dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat
pemilik tanah untuk segera memohon penerbitan sertipikat melalui
pendaftaran tanah sistematis.

Karena program percepatan pendaftaran tanah selama delapan
tahun tersebut dinilai berhasil, Pemerintah secara konsisten
melanjutkan dengan meluncurkan Land Management and Policy
Development Program (LMPDP). Program pendaftaran tanah yang
berasas murah, cepat, dan sederhana itu diharapkan dapat menjadi
program ekstensifikasi penataan manajemen pertanahan yang secara
luas akan menyentuh seluruh sektor yang terkait untuk melaksanakan

pembaharuan di bidang agraria. Adapun dasar hukum yang digunakan




untuk mengadakan kegiatan itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Mentern
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.

Berkaitan dengan program LMPDP yang dilaksanakan secara
nasional di seluruh wilayah Republik indonesia, Kabupaten Bantul pada
tahun 2005 telah melaksanakan percepatan penyertipikatan di tiga
desa, yaitu (1) Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, (2) Desa Guwosan
Kecamatan Pajangan, dan (3) Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan.
Hasil akhir pelaksanaan LMPDP di tiga desa tersebut adalah sebagai
berikut:

1) Desa Wijirejo, dari 4.868 bidang tanah tidak bersertipikat, berhasil
diterbitkan sertipikat hak milik sebanyak 4.451 (31,43%).

2) Desa Guwosari, dari 5.856 bidang tanah tidak bersertipikat, berhasil
diterbitkan sertipikat hak milik sebanyak 5.304 (80,57%).

3) Desa Bangunjiwo, dari 6.188 bidang tanah tidak bersertipikat,
berhasil diterbitkan sertipikat hak milik sebanyak 4.420 (71,43%).
(Sumber : laporan pelaksanaan LMPDP tahun 2005).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Desa Bangunjiwo
merupakan desa yang paling “kurang berhasil” melaksanakan LMPDP
jika dibandingkan dengan dua desa lainnya. Hal #u karena kegiatan
LMPDP di Desa Bangunjiwo “hanya” mencapai 71,43%, sedangkan

Desa Wijirejo 91,43%, dan Desa Guwosari 90,57%. Persentase itu




mengisyaratkan bahwa pelaksanaan program [(MPDP di Desa
Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul belum dapat
berjalan secara maksimal. Kenyataan itu menunjukkan bahwa terdapat
kesenjangan antara harapan yang seharusnya dicapai dengan
kenyataan yang dicapai dalam pensertipikatan secara sistematis
tersebut. Belum tercapainya hasil yang maksimal tersebut tentu ada
faktor-faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah partisipasi
masyarakat Partisipasi masyarakat dalam [ MPDP sangat dibutuhkan
karena kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga
pelaksanaannya itu sangat menuntut partisipasi masyarakat Tanpa
adanya partisipasi masyarakat, kegiatan LMPDP sulit dilaksanakan
dengan hasil maksimal.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan LMPDP berkorelasi
dengan paradigma pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-
Undang No. 22 Tahun 1999, misainya, menyebutkan bahwa paradigma
pembangunan di Indonesia lebth menekankan pada peran aktif
masyarakat dalam pembangunan. Dalam arti, pemerintah hanya
bertindak sebagai fasilitator dalam pembangunan tersebut. Paradigma

termasuk di sektor pertanahan.




Untuk itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan
judul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN LAND
MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM Di DESA
BANGUNJIWO, KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, rumusan masalah dalam
1. Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
kegiatan LMPDP di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan,
Kabupaten Bantul?
2. Faktor-faktor apakah yang paling mempengaruhi partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan [MPDP di Desa
Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul?

C. Pembatasan Masaiah
Mengingat luasnya cakupan masalah di atas dan untuk
menghindarn pengertian yang beragam serta terbatasnya kemampuan,
dana, dan waktu, maka penyusun membatasi ruang lingkup penelitian
sebagai berikut :
1. Partisipasi masyarakat terhadap pensertipikatan tanah melalui
LMPDP di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten

Bantul pada tahun anggaran 2005.




2. Dalam penelitian ini, pensertipikatan tanah yang dimaksud hanya
khusus untuk pensertipikatan tanah yang berstatus bekas hak mitik
adat (letter C) .

3. Proses pensertipikatan tanah dalam penelitian ini, hanya
pensertipikatan tanah yang dilaksanakan melalsi pendaftaran tanah

secara sistimatik.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini
memiliki tujuan:

1. untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan L MPDP di Desa Bangunjiwo, Kecamatan
Kasihan, Kabupaten Bantul.

2. untuk mengetahui faktor-faktor apakah vyang paling
mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam peiaksanaan

Jika ditinjau tentang kegunaannya, penelitian ini memiliki tiga
kegunaan sebagai berikut, yaitu:

1. secara akademis penelitian ini dapat menambah dan
mengembangkan wawasan di bidang pertanahan, khususnya
pelaksanaan kegiatan LMPDP di Kabupaten Bantul khususnya

dan indonesia umumnya.




2. secara praktis penelitian ini dapat memberi masukan yang
konstruktif kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul datam
meiaksanakan kegiatan LMPDP pada masa yang akan datang.

3. Untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang

pensertipikatan tanah khususnya mengenai LMPDP.




BAB WV
PENUTUP

A. Kesimpuian

1. Secara parsial, faktor yang berpengaruh secara nyata adalah
tingkat penghasilan, tanggapan tentang biaya pensertipikatan tanah
dan tanggapan tentang prosedur pensertipikatan tanah. Di antara
ke ftiga faktor yang berpengaruh tersebut, faktor biaya
pensertipikatan tanah merupakan faktor yang paling berpengaruh
terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
LMPDP, yang dibuktikan dengan besarnya nilai t sebesar 4,215 .

2. Berdasarkan penelitian di Desa Bangunjiwo, membuktikan bahwa
faktor tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, tanggapan biaya
penseripikatan tanah, dan tanggapan prosedur pensertipikatan
tanah secara simuitan berpengaruh terhadap partisipasi
masyarakat dalam pelakasanaan kegiatan LMPDP yang dibuktikan
dengan besamya nilai koefisien determinasi (R?) = 0,365
atau 38,5 %.

3. Sedangkan faktor tingkat pendidikan secara parsial tidak
berpengaruh nyata. Hal tersebut terbukti dengan hasil analisis yang
diperoleh yaitu besarnya nilai t hitung sebesar -~ 0,207.

4. Semakin tinggi penghasilan, tanggapan tentang biaya

pensertipikatan tanah, dan tanggapan tentang prosedur
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pensertipikatan tanah akan membawa pengaruh semakin tinggi
Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai yang diperoieh dari
koefisien regresi ke tiga variabel tersebut adalah nilai positif atau
hubungan yang searah. Besarnya nilai koefisien regresi untuk
variabel tingkat penghasilan yaitu sebesar 0,247 atau 24,7%, nilai
koefisien regresi untuk variabel tanggapan tentang biaya
pensertipikatan tanah yaitu sebesar 0,448 atau 44 8%, dan nilai
koefisien regresi untuk variabel tanggapan tentang prosedur
pensertipikatan tanah yaitu sebesar 066 atau 6,6%. Sedang
variabel tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang negatif atau
beriawanan arah dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksaan
kegiatan LMPDP . Hal tersebut terbukti dengan besamya nilai
koefisien regresi sebesar — 019 atau — 01,9%.

. Hubungan antara partisipasi masyarkat dalam pelaksanan kegiatan
LMPDP dengan tingkat pendidikan, tingkat penghasitan, tanggapan
tentang biaya pensertipikatan tanah, dan tanggapan tentang
prosedur pensertipikatan tanah relatif cukup mengingat besamya
nilai koefisien korelasi (R) yang diperoleh adalah sebesar 0,604

atau 60,4 %




B. Saran

1.

Perlunya peningkatan intensitas penyuluhan kepada masyarakat
tentang manfaat dan arti penting pendafiaran tanah. Hal tersebut
guna meningkatkan pengetahuan tentang hukum tanah termasuk
pendaftaran tanah bagi masyarakat perdesaan, seperti di Desa
Bangunjiwo.

Partisipasi masyarakat terhadap pensertipikatan tanah di Desa
Bangunjiwo relatif baik. Untuk itu semakin periu kiranya
perhatian serta motifasi pemerintah terkait agar partisipasi
masyarakat tersebut semakin meningkat, demi terwujudnya tertib
hukum dan tertib administrasi pertanahan.

Dari hasil penelitian diketahui masih ada 63,6% pelaksanaan
kegiatan LMPDP dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak
diteliti disebabkan oleh keterbatasan dana dan waktu, untuk itu
diharapkan ada peneliti untuk meneliti faktor-faktor lain tersebut.
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